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REKOMENDASI ORGANISASI INTERNASIONAL
ADR berkembang sebagai instrumen tata kelola dan penyelesaian sengketa yang kooperatif

1. Council of 

Europe

Alternatives to 

litigation

2. OECD

Access, impartiality, 

effectiveness

3. United Nations

Peaceful dispute 

resolution

4. World Bank

Accountability & 

constructive 

resolution

5. ADB / ADBI

ADR policy & 

institutional 

strengthening

6. UNCTAD

Prevention and 

alternatives to 

arbitration

7. UNCITRAL / WTO

Mediation & 

consensual 

settlement

PREVENTION  →  NEGOTIATION  →  MEDIATION / CONCILIATION  →  SETTLEMENT  →  LITIGATION AS LAST RESORT

Arah global menempatkan ADR bukan sebagai pelemahan legalitas, tetapi sebagai instrumen penyelesaian yang lebih adaptif 

dan akuntabel.



LANDASAN HUKUM ADR DI INDONESIA
Kerangka lintas rezim hukum untuk penyelesaian sengketa sektor publik

HIR / RBg

Perdamaian di muka 

hakim

KUHPerdata

Perdamaian

UU 30/1999

Arbitrase & APS

PERMA Mediasi

Mediasi di pengadilan

UU 30/2014

Administrasi 

Pemerintahan

UU 25/2009

Pelayanan Publik

Ketenagakerjaan

Perselisihan hubungan 

industrial

PBJ Pemerintah

Penyelesaian sengketa 

kontrak

BUMN

Tata kelola & perselisihan

Jasa Konstruksi

Penyelesaian sengketa 

konstruksi

Lingkungan Hidup

Penyelesaian sengketa 

lingkungan

ADR digunakan sesuai sifat sengketa, kewenangan para pihak, objek sengketa, dan rezim hukum sektoral.















RUANG LINGKUP SENGKETA SEKTOR PUBLIK YANG DAPAT DIMEDIASI

Berdasarkan Pedoman Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi

1
ANTAR-INSTANSI 

PEMERINTAH

Sengketa antar-instansi pemerintah.

2
PEMERINTAH DENGAN 

BUMN/BUMD

Sengketa antara instansi pemerintah dengan 

badan usaha milik negara atau badan usaha 

milik daerah.

3
ANTAR-BUMN / BUMN 

DENGAN ANAK 

PERUSAHAAN
Sengketa antar-badan usaha milik negara atau 

antara badan usaha milik negara dengan anak 

perusahaannya.

4
ASET ATAU KEKAYAAN 

NEGARA

Sengketa yang berkaitan dengan aset atau 

kekayaan negara.

5
PERJANJIAN, KERJA SAMA, 

ATAU AKSI KORPORASI

Sengketa yang timbul dari perjanjian, kerja 

sama, atau aksi korporasi yang melibatkan 

keuangan negara.

6
SENGKETA SEKTOR 

PUBLIK LAINNYA

Sengketa lain di sektor publik yang Para 

Pihaknya sepakat diselesaikan melalui 

Mediasi.

Ruang lingkup Mediasi sektor publik mencakup sengketa lintas-institusi, korporasi, aset, dan transaksi yang melibatkan kepentingan 

negara, dengan tetap mensyaratkan dasar kewenangan serta kesepakatan Para Pihak.



SEKTOR POTENSIAL MEDIASI DALAM PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAERAH
Area fungsi dan kewenangan daerah yang memiliki intensitas hubungan hukum, aset, kontrak, dan kepentingan publik tinggi

1
ASET & BARANG MILIK 

DAERAH

Pemanfaatan, penguasaan, sewa, kerja 

sama pemanfaatan, penyerahan, batas 

aset, dan optimalisasi BMD.

2
PENGADAAN & 

KONTRAK 

PEMERINTAH
Pelaksanaan kontrak barang/jasa, 

perubahan pekerjaan, pembayaran, 

keterlambatan, terminasi, dan klaim 

kontraktual.

3
PERIZINAN, INVESTASI 

& USAHA

Perselisihan terkait pelaksanaan 

perizinan berusaha, komitmen 

investasi, fasilitas daerah, dan 

hubungan dengan pelaku usaha.

4
PERTANAHAN & TATA 

RUANG

Pemanfaatan tanah, kesesuaian ruang, 

pengadaan tanah, batas penguasaan, 

penggunaan lahan, dan konflik 

kepentingan pembangunan.

5
INFRASTRUKTUR & 

PELAYANAN PUBLIK

Jalan, air minum, persampahan, 

transportasi, pasar, fasilitas publik, 

kerja sama penyediaan layanan, dan 

proyek strategis daerah.

6
LINGKUNGAN HIDUP & 

SDA

Dampak kegiatan, pemulihan 

lingkungan, pemanfaatan sumber daya, 

kewajiban pelaku usaha, dan konflik 

masyarakat–pemerintah–usaha.

7
BUMD & KERJA SAMA 

DAERAH

Hubungan Pemda–BUMD, antar-

BUMD, kerja sama antardaerah, kerja 

sama dengan pihak ketiga, serta aksi 

korporasi yang melibatkan daerah.

8
PENDAPATAN DAERAH 

& KEWAJIBAN 

EKONOMI
Perselisihan administratif/keperdataan 

terkait pajak dan retribusi daerah, 

piutang, pemanfaatan aset, serta 

kewajiban pembayaran.

FILTER KELAYAKAN 

MEDIASI

Kewenangan yang sah  •  objek sengketa dapat dimusyawarahkan  •  tidak menegasikan kewajiban hukum  •  tidak merugikan 

kepentingan publik/keuangan negara  •  Para Pihak memiliki ruang untuk mencapai kesepakatan yang lawful dan implementable.



“THE BEST DISPUTE IS THE ONE

THE STATE CAN PREVENT —

THE BEST SETTLEMENT IS THE ONE

THE LAW CAN DEFEND.”

TERIMA KASIH
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